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Abstract 

The purpose of this study was to determine the factors that influence service performance at KPPBC Type Madya 
Excise Kediri, measured by the variables of Bureaucratic Reform Implementation, Transformational Leadership, 
Training and Employee Competence on Service Performance. 
Data collection was carried out through distributing questionnaires to employees of the Kediri Excise Office of 
Intermediate Type KPPBC, either directly or indirectly. The sample used was 84 respondents. Data analysis in this 
study used multiple regression analysis with the help of SPSS version 20. The results of this analysis indicate that the 
variables, Transformational Leadership, Training and Competence of Employees have a positive and significant effect 
on Service Performance at KPPBC Intermediate Types of Excise, Kediri, Implementation of Bureaucratic Reform 
has no positive and significant effect on Service Performance at KPPBC Type Madya Excise Kediri. 
Keywords: Implementation of Bureaucratic Reform, Transformational Leadership, Training, 
Employee Competence, Service Performance 
 
Latar Belakang Teoritis 

Pelayanan di Indonesia masih 
menjadi persoalan yang perlu memperoleh 
perhatian dan penyelesaian yang 
komprehensif. Secara kualitatif hal tersebut 
dapat dengan mudah dibuktikan di mana-
mana berbagai tuntutan pelayanan publik 
sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-
hari banyak dilihat. Harus diakui bahwa 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 
kepada rakyat terus mengalami pembaruan, 
baik dari sisi paradigma maupun format 
pelayanan seiring dengan meningkatnya 
tuntutan masyarakat dan perubahan didalam 
pemerintah itu sendiri. Salah satu kinerja 
pelayanan yang digunakan yaitu Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) adalah 
instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit 
Kerja Kepatuhan Internal di Lingkungan 
DJBC, disebutkan bahwa aparat pengawasan 
internal pada Kantor Pusat Dirtektorat 
Jenderal Bea dan Cukai yang disebut Pusat 
Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai 
yang selanjutnya disingkat PUSKI yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri Keuangan, yang karena sifat 
tugasnya secara teknis operasional dan 
administratif bertanggung jawab kepada 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

Kebijaksanaan Pemerintah dengan 
disahkannya UU Nomor : 10 tahun 1995 
tentang Kepabeanan yang telah direvisi 
dengan UU 17 Tahun 2006 serta Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1995 Tentang Cukai yang telah direvisi 
dengan UU 39 Tahun 2007, jelas merupakan 
langkah antisipatif yang menyentuh dimensi 
strategis, substantif, dan essensial dibidang 
perdagangan, serta diharapkan mampu 
menghadapi tantangan-tantangan di era 
perdagangan bebas. Ada beberapa faktor 
yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan 
yaitu implementasi reformasi birokrasi, 
kepemimpinan transformasional, pelatihan 
dan kompetensi pegawai (Solihin, 2020). 
Faktor kepemimpinan transformasional, 
dalam suatu organisasi memegang peranan 
yang penting karena pemimpin itulah yang 
akan menggerakkan dan mengarahkan 
organisasi dalam mencapai tujuan dan 
sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah 
(Suryosukmono, 2020). 

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, 
maka dapat dipahami bahwa pelatihan kerja 
merupakan suatu pembelajaran jangka 
pendek untuk mengembangkan sumber daya 
manusia yang berkualitas. Meningkatkan 
pengetahuan dan keahlian seorang pegawai 
didalam instansi atau organisasi. Karena 
semakin lama pelatihan kerja dilakukan maka 
pegawai akan semakin mengerti akan 
pekerjaan yang harus dilakukan dan akan 
semakin meningkatkan kinerja (Chaerudin, 
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2018). 
Faktor kompetensi pegawai. Kompetensi 
oleh Spencer yang dikutip oleh Moeheriono 
(2014:5) adalah sebagai karakteristik yang 
mendasari seseorang berkaitan dengan 
efektivitas kinerja individu dalam 
pekerjaannya atau karakteristik dasar individu 
yang memiliki hubungan kausal atau sebagai 
sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan 
acuan. Menurut Spencer ini, kompetensi 
terletak pada bagian dalam setiap manusia 
dan selamanya ada pada kepribadian 
seseorang yang dapat memprediksikan 
tingkah laku dan performansi secara luas 
pada semua situasi dan tugas 
pekerjaan.Berdasarkan uraian diatas peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul 
Pengaruh Implementasi Reformasi Birokrasi, 
Kpemimpinan Transformasional, Pelatihan 
dan Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja 
Pelayanan Pegawai di KPPBC Tipe Madya 
Cukai Kediri. 
 
Implementasi Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi dalam kontek 
pembangunan sistem administrasi negara 
mengacu dan berpedoman pada amanat 
konstitusi negara. Hal tersenuty mempunyai 
arti berbagai unsur system dari administrasi 
maupun negara, dan posisi serta interakasi 
antar keduanya, kemudian mengidentifikasi 
berbagai kelemahan yang pokok telah 
dikemukakan di atas, selanjutnya menyusun 
strategi dan program aksi yang terarah pada 
pencapaian sasaran optimal yang hendak 
dicapai serta penilaian kinerja secara obyekif 
rasional. Reformasi birokrasi pemerintahan 
menyangkut beberapa aspek yaitu : (a) 
transformasi nilai, (b) penataan organisasi dan 
tata kerja, (c) pemantapan sistem manajemen 
dan (d) peningkatan kompetensi SDM 
Aparatur (Irawan & Armadani, 2021). 

Secara normatif birokrasi menduduki 
posisi strategis instrumental untuk 
mewujudkan cita-cita pembangunan suatu 
negara yakni untuk mencapai pertumbuhan 
ekonomi dan social masyarakat yang setinggi-
tingginya. Birokrasi juga menjalankan peran 
dan tanggung jawab dalam melaksanakan 
nation building, yakni membawa nusa dan 
bangsa menuju modern (Kartiwa, 2020). 
Value premise tersebut, agak bertentangan 
dengan factual premis (kondisi riil) dimana 

birokrasi tumbuh dan berakar dari 
lingkungan sosial budaya tertentu yang mana 
nilai-nilai social budaya tersebut akan 
mewarnai pola perilaku birokrasi tersebut. 
Tidak jarang birokrasi justru tidak secara 
netral menjalankan fungsi nation building atau 
strategis instrumental bagi proses 
pembangunan, melainkan seringkali menjadi 
penghambat proses pembangunan itu sendiri 
(Fiadi et al., 2021). 
Fenomena ini tidak terlepas dari lingkungan 
sosial budaya yang melingkupinya yang akan 
mewujud dalam dinamika struktur birokrasi 
seperti norma-norma kerja (working norms), 
hubungan birokrasi dengan kliennya (client 
relationship), dan lain sebagainya (Imbaruddin, 
2019). 
 
Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan adalah suatu proses 
kegiatan seseorang untuk menggerakkan 
orang lain dengan memimpin, membimbing, 
memengaruhi orang lain, untuk melakukan 
sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan 
(Marjaya & Pasaribu, 2019). Dalam suatu 
organisasi faktor kepemimpinan memegang 
peranan yang penting karena pemimpin yang 
akan menggerakkan dan mengarahkan 
organisasi dalam mencapai tujuan dan 
sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah 
bagi seorang pimpinan. Perilaku pemimpin 
transformasional terkait dengan beragamnya 
afektif, kognitif, dan hasil perilaku. Mereka 
membantu mereka pengikut menjadi 
pemimpin masa depan dengan 
bertindak sebagai agen perubahan (Russamsi 
et al., 2020). 

Pemimpin transformasional 
membangun hubungan berkualitas tinggi 
dengan pengikut mereka dengan menberi 
contoh yang tepat dan memberi perhatian 
individual, yang mendorong pengikut untuk 
bekerja dengan cara yang lebih baik untuk 
mencapai tujuan organisasi (Darmalaksana, 
2020).Kepemimpinan yang menciptakan 
perubahan positif dan berharga pada para 
pengikut adalah Transformational Leadership. 
Pemimpin seperti itu berfokus pada 
"mengubah"  orang lain untuk saling 
membantu, saling menjaga, mendorong dan 
harmonis, dan memperhatikan 
organisasi secara keseluruhan (S. M. 
Hasibuan, 2018). 
Pelatihan 
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Pelatihan adalah proses secara 
sistematis. Mengubah tingkah laku pegawai 
untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan 
berkaitan dengan keahlian dan kemampuan 
pegawai untuk membantu pegawai untuk 
mencapai keahlian atau kemampuan tertentu 
agar berhasil dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Pelatihan ialah merupakan 
upaya untuk mengembangkan Sumber Daya 
Manusia terutama untuk mengembangkan 
kemampuan intelektual dan kepribadian 
manusia (Hidayat & Agustina, 2020). 
Pelatihan adalah suatu proses pendidikan 
jangka pendek memanfaatkan prosedur yang 
sistematis dan terorganisir, dimana personil 
manajerial mempelajari kemampuan dan 
pengetahuan teknis untuk tujuan umum 
(Siregar, 2018). 

Pelatihan merupakan suatu usa 
Meningkatkan pengetahuan dan keahlian 
seorang pegawai didalam instansi atau 
organisasi. Karena semakin lama pelatihan 
kerja dilakukan maka pegawai akan semakin 
mengerti akan pekerjaan yang harus 
dilakukan dan akan semakin meningkatkan 
kinerja. ha peningkatan pengetahuan dan 
keahlian seorang pegawai untuk mengerjakan 
suatu pekerjaan tertentu. Berdasarkan ketiga 
definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa 
pelatihan kerja merupakan suatu 
pembelajaran jangka pendek untuk 
mengembangkan sumber daya manusia 
yang berkualitas (Yunior, 2018). 
 
Kompetensi Pegawai 

Kompetensi pegawai adalah suatu 
untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas 
yang dilandasi atas keterampilan dan 
pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja 
yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. 
Keterampilan atau kemampuan yang 
diperlukan pegawai yang ditunjukkan oleh 
kemampuan dengan konsisten memberikan 
tingkat kinerja yang memadai atau tinggi 
dalam suatu fungsi pekerjaan (Komara, 
2019). 

Kompetensi adalah terminologi yang 
sering didengar dan diucapkan banyak orang. 
Kita pun sering mendengar atau bahkan 
mengucapkan terminologi itu dalam berbagai 
penggunaan, khususnya terkait dengan 
pengembangan sumber daya manusia. Ada 
yang menginterpretasikan kompetensi 
sepadan dengan kemampuan atau kecakapan, 

ada lagi yang mengartikan sepadan dengan 
keterampilan, pengetahuan dan 
berpendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya 
akan 
dipaparkan beberapa pengertian tentang 
kompetensi (Ardiansyah & Sulistiyowati, 
2018). 
Menurut Spencer, kompetensi adalah sebagai 
karakteristik yang mendasari seseorang 
berkaitan dengan efektivitas kinerja individu 
dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar 
individu yang memiliki hubungan kausal atau 
sebagai sebab akibat dengan kriteria yang 
dijadikan acuan. Kompetensi terletak pada 
bagian dalam setiap manusia dan selamanya 
ada pada kepribadian seseorang yang dapat 
memprediksikan tingkah laku dan 
performansi secara luas pada semua situasi 
dan tugas pekerjaan (Wijayanthi, 2019). 
 
Kinerja Pelayanan 

Kinerja adalah hasil seseorang secara 
keseluruhan selama periode tertentu didalam 
melaksanakan tugas, seperti standar hasil 
kerja, target atau sasaran kriteria yang telah 
ditentukan terlebih dahulu dan telah 
disepakati bersama (Sitorus et al., 
2020).Kinerja pegawai tidak hanya sekedar 
informasi untuk dapat dilakukannya promosi 
atau penetapan gaji bagi perusahaan. Akan 
tetapi bagaimana perusahaan dapat 
memotivasi pegawai dan mengembangkan 
satu rencana untuk memperbaiki 
kemerosotan kinerja dapat dihindari. 

Menurut Moenir definisi dari konsep 
pelayanan adalah untuk memenuhi 
kebutuhan hidup manusia berusaha, baik 
melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak 
langsung melalui aktivitas orang lain. 
Aktivitas disini adalah suatu proses 
penggunaan akal, pikiran, panca indra dan 
anggota badan dan atau tanpa alat bantu yang 
dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan 
sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk 
barang atau jasa. Proses pemenuhan 
kebutuhan melalui aktivitas orang lain inilah 
yang dinamakan Pelayanan (Salbiyah & 
Mahardhika, 2017). 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan 
adalah explanatory research (penelitian 
penjelasan). Menurut Singarimbun dan 
Effendi (2018), explanatory research adalah 
suatu penelitian dimana peneliti menjelaskan 
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hubungan kausal sebab akibat antara variabel-
variabel melalui pengujian hipotesa. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini 
disajikan dengan angka-angka. Sampel yang 
diambil adalah seluruh pegawai di KPPBC 
Tipe Madya Cukai Kediri yang ini berjumlah 
86 pegawai. Adapun jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Data kualitatif adalah data yang disajikan 

dalam bentuk kata verbal bukan dalam 
bentuk angka (Sugiyono, 2017). Jenis 
data dalam penelitian ini yang termasuk 
data kualitatif diantaranya adalah 
gambaran umum obyek penelitian, 
meliputi: visi dan misi KPPBC Tipe 
Madya Cukai Kediri. 

b. Data kuantitatif adalah jenis data yang 
dapat diukur atau dihitung secara 
langsung, yang berupa informasi atau 
penjelasan yang dinyatakan dengan 
bilangan atau berbentuk angka 
(Sugiyono, 2017). Dalam hal ini data 
kuantitatif yang diperlukan adalah hasil 
kuesioner dari variabel penelitian 

 
Hasil Dan Pembahasan Penelitian 

Hasil estimasi model regresi 
pengaruh Implementasi Reformasi Birokrasi 
(X1), Kepemimpinan Transformasional (X2), 
Pelatihan (X3), Kompetensi Pegawain (X4) 
terhadap Kinerja Pelayanan (Y), disajikan 
pada tabel berikut 

 
Koefisien regresi implementasi 

reformasi birokrasi memiliki nilai sebesar 
0,191 (positif) dan P Values sebesar 0,167. 
Oleh karena P Value bernilai lebih besar dari 
0,05, maka hipotesis 1 (H1) yang menyatakan 
bahwa Implementasi Reformasi Birokrasi 
berpengaruh positif terhadap Kinerja 
Pelayanan tidak didukung oleh data. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan 
yang positif tidak signifikan, hal ini bisa 
diartikan bahwa Implementasi Reformasi 

Birokrasi tidak mempengaruhi kinerja 
pelayanan. 

Diketahui bahwa koefisien regresi 
Kepemimpinan Transformasional terhadap 
Kinerja Pelayanan memiliki nilai sebesar 
0,457 ( positif ) dan P Value sebesar 0,000. 
Oleh karena P Value bernilai lebih kecil dari 
0,05, maka hipotesis 2 (H2) yang menyatakan 
bahwa Kepemimpinan Transformasional 
berpengaruh positif terhadap Kinerja 
Pelayanan didukung oleh data. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Gibson (Sutanto, 2003), 
pegawai atau karyawan dalam hal ini pegawai 
KPPBC Bea Cukai Kediri, maka kinerja 
institusi juga akan meningkat. bahwa 
koefisien regresi Pelatihan terhadap Kinerja 
Pelayanan memiliki nilai sebesar 0,312 ( 
positif ) dan P value sebesar 0,000. Oleh 
karena P value bernilai lebih kecil dari 0,05, 
maka hipotesis 3 (H3) yang menyatakan 
bahwa Pelatihan berpengaruh positif 
terhadap Kinerja Pelayanan didukung oleh 
data. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
teori yang dikemukakan oleh McClelland, 
Edard Murray, Miller dan Gordon W. bahwa 
ada hubungan yang positif antara pelatihan 
dan kinerja pegawai. diketahui bahwa 
koefisien regresi Kompetensi Pegawai 
terhadap Kinerja Pelayanan memiliki nilai 
sebesar 0,428 ( positif ) dan P Value sebesar 
0,000. Oleh karena P Value bernilai lebih 
kecil dari 0,05, maka hipotesis 4 (H4) yang 
menyatakan bahwa Kompetensi Pegawai 
berpengaruh positif terhadap Kinerja 
Pelayanan didukung oleh data. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Hyatt dan Prawitt (2001), 
Kompetensi Pegawai diasosiasikan dengan 
kinerja yang  eningkat. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh menulis, maka pada bab ini 
penulis menarik kesimpulan : 

1. Implementasi Reformasi Birokrasi tidak 
berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kinerja pelayanan pada kantor 
bea cukai kediri. 

2. Kepemimpinan Transformasional 
berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kinerja pelayanan pada kantor 
bea cukai kediri. 



Otonomi Vol. 22 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 

 449 

3. Pelatihan berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kinerja pelayanan pada 
kantor bea cukai kediri. 

4. Kompetensi Pegawai positif dan signifikan 
terhadap kinerja pelayanan pada kantor 
bea cukai kediri. 
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